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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat 

Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Rencana 

Kerja Dinas Perdagangan Kota Balikpapan merupakan dokumen perencanaan 

kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam 

penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan 

Dinas Perdagangan Kota Balikpapan dalam periode Tahun Anggaran 2025. 

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen 

perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) 

Perangkat Daerah lima tahunandalam rangka menunjang visi dan misi Kepala 

Daerah, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar 

pertanggungjawaban.  

Penyusunan Rencana Kerja disesuaikan dengan Rencana Strategis 

(Renstra) Dinas Perdagangan Kota Balikpapan tahun 2021-2026 dan tidak 

menyimpang dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM 

Daerah) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, dimana program dan kegiatan 

dalam Renja Perangkat daerah akan diselaraskan dengan program dan kegiatan 

prioritas daerah. 

1.2 Landasan Hukum 

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 

2. Undang-udang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 
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5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara 

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana 

pembangunan daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang 

Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang  Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025; 

12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang bRencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan bTahun  2021-

2026; 

13. Peraturan Wali Kota Kota Balikpapan tentang Rencana Strategis aPerangkat 

Daerah tahun 2021-2026  

14. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang bKedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja bPerangkat Daerah 

1.3 Maksud dan Tujuan 

 

1.3.1 Maksud 

Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Balikpapan disusun dengan 

maksud untuk mewujudkan sinergitas antara 

perencanaan,penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan 
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pembangunan dalam Perangkat Daerah serta menjadi panduan dalam 

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025. 

 

1.3.2 Tujuan 

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perdagangan 

Kota Balikpapan tahun 2025; 

2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum 

Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 

APBD Tahun Anggaran 2025; 

3. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 

Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sistematika 

penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kota Balikpapan Tahun 2025 meliputi: 

BAB I  PENDAHULUAN, berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, 

Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan. 

BAB II  HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, berisi 

tentang : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 

dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan 

Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 

Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal, serta 

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH, berisi tentang : 

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja 

Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan. 

BAB IV  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

BAB V   INOVASI PERANGKAT DAERAH 

BAB VI  PENUTUP 
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BAB II 

HASIL EVALUASI RENCANA PERANGKAT DAERAH 

TAHUN LALU 

 

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2023 dan 

Capaian Renstra Perangkat Daerah 

Pada Tahun 2023 Dinas Perdagangan Kota Balikpapan melaksanakan 1 

urusan, 7 program dan 21 kegiatan.  

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Balikpapan 

Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
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Tabel T-C.29 

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)* 

Nama Perangkat Daerah :  Dinas Perdagangan          Lembar : 1  

No 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Program 
(outcomes)/Kegiatan 

(output) 

Target Kinerja 
Capaian 

Program 
(Renstra 

Perangkat 
Daerah) 

Tahun 

Realisasi 
Target 

Kinerja Hasil 
Program dan 

Keluaran 
Kegiatan s/d 

Tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 Target 

Program dan 

Kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah tahun 

2024) 

Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun berjalan 

Penjelasan 
Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2023 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2023 

Tingkat 

Realisasi 
(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 

tahun berjalan 
(tahun 2024) 

Tingkat 
Capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)   

  

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

(IKM) Internal 
Perangkat 
Daerah 

84 77,45 78 80,35 103,01%     
Nilai IKM = 80,45, 

masuk dalam kategori 
baik 

  

Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

IKM Layanan 
Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 

Daerah 

88 77,44 82 82,13 100,16%     tercapai 

  

Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

Jumlah orang yang 
menerima gaji dan 

tunjangan ASN 

  61 66 61 92,42%     tercapai 

  

Administrasi Barang 
Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah 

IKM Layanan 
Administrasi Barang 

Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

78 77,06 72 78,78 109,42%     tercapai 

  

Pengamanan Barang 
Milik Daerah SKPD 

Jumlah dokumen 
pengamanan barang 
milik daerah SKPD 

  1 1 1 100,00%     Plang Nama 
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Nama Perangkat Daerah :  Dinas Perdagangan          Lembar : 2 

No 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 
dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 

(outcomes)/Kegiatan 
(output) 

Target Kinerja 
Capaian 
Program 

(Renstra 
Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

Realisasi 
Target Kinerja 
Hasil Program 

dan Keluaran 
Kegiatan s/d 
Tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja Program 

dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 
Target Program 
dan Kegiatan 

(Renja 

Perangkat 
Daerah tahun 

2024) 

Perkiraan Realisasi Capaian 

Target Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun berjalan 

Penjelasan Target 
Renja 

Perangkat 

Daerah 
tahun 2023 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 

Daerah 
tahun 2023 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 

Capaian 
Program dan 
Kegiatan s/d 

tahun 
berjalan 

(tahun 2024) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)   

  

Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

IKM Layanan 

Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat 
Daerah 

83 77,25 77 78,85 102,40%     tercapai 

  

Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Disiplin 
Pegawai 

Jumlah unit 
peningkatan sarana 
dan prasarana disiplin 
pegawai 

  4 1 2 200,00%     

1. Terdapat dua lokasi 

yang berbeda, sehingga 
membutuhkan unit CCTV 
yang berbeda, 2. 
Penentuan target renja 

belum memperhitungkan  

  

Pengadaan Pakaian 
Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

Jumlah paket pakaian 
dinas beserta atribut 
kelengkapan 

  0 1 1 100,00%     tercapai 

  

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

IKM Layanan 
Administrasi 
Umum 
Perangkat 

Daerah 

88 77,25 82 82,26 100,32%     tercapai 

  

Penyediaan Komponen 
Instalasi 

Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah paket 
komponen instalasi 

listrik/penerangan 
bangunan kantor yang 
disediakan 

  0 1 1 100,00%     tercapai 

  

Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah paket peralatan  
dan perlengkapan 
kantor yang disediakan 

  0 4 8 200,00%     
1) Kebutuhan yg 
mendesak bagi 
operasional 
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Nama Perangkat Daerah :  Dinas Perdagangan          Lembar : 3 

No 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 

(outcomes)/Kegiatan 
(output) 

Target Kinerja 

Capaian 
Program 
(Renstra 

Perangkat 

Daerah) 
Tahun 

Realisasi 

Target Kinerja 
Hasil Program 
dan Keluaran 
Kegiatan s/d 

Tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja Program 

dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 Target 

Program dan 
Kegiatan 
(Renja 

Perangkat 

Daerah tahun 
2024) 

Perkiraan Realisasi Capaian 

Target Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun berjalan 

Penjelasan Target 

Renja 
Perangkat 

Daerah 
tahun 2023 

Realisasi 

Renja 
Perangkat 

Daerah 
tahun 2023 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 

tahun berjalan 
(tahun 2024) 

Tingkat 

Capaian 
Realisasi 
Target 

Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)  

  

Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Jenis bahan logistik 
kantorJumlah paket 
bahan logistik kantor 
yang disediakan 

  0 6 6 100,00%     tercapai 

  

Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah paket barang 
cetakan dan 
penggandaan yang 

disediakan  

  0 3 3 100,00%     tercapai 

  

Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan 

Jumlah dokumen 
bahan bacaan dan 

peraturan perundang-
undangan 

  0 1 1 100,00%     tercapai 

  

Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

Jumlah laporan 
fasilitasi kunjungan 
tamu 

  0 1 1 100,00%     tercapai 

  

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Jumlah laporan 
penyelenggaraan rapat 
koordinasi dan 

konsultasi SKPD 

  0 30 61 203,33%     tercapai 
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Nama Perangkat Daerah :  Dinas Perdagangan          Lembar : 4 

No 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 

(outcomes)/Kegiatan 
(output) 

Target Kinerja 

Capaian 
Program 
(Renstra 

Perangkat 

Daerah) 
Tahun 

Realisasi 

Target Kinerja 
Hasil Program 
dan Keluaran 
Kegiatan s/d 

Tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu 2023 Target 

Program dan 
Kegiatan 
(Renja 

Perangkat 

Daerah 
tahun 2024) 

Perkiraan Realisasi Capaian 

Target Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun berjalan 

Penjelasan 
Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2023 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2023 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 

Capaian 
Program dan 
Kegiatan s/d 

tahun berjalan 

(tahun 2024) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 
Target 

Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)  

  

Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) Layanan 
Pengadaan 

Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

78 77,44 72 78,78 109,42%     tercapai 

  
Pengadaan Mebel 

Jumlah paket mebel 
yang disediakan 

  0 8 8 100,00%     tercapai 

  

Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah jenis sarana 
dan prasarana 

pendukung gedung 
kantor atau bangunan 
lainnya 

    2 0 0,00%     pergeseran anggaran ke 
belanja lain 

  

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

IKM Layanan 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

88 77,81 82 82,2 100,24%     tidak tercapai 

  

Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Jumlah     Laporan     
Penyediaan     Jasa 
Surat Menyurat 

  0 1 1 100,00%     tercapai 

  

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Jumlah  Laporan  

Penyediaan  Jasa  
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan 

  0 1 1 100,00%     tercapai 

  

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

Jumlah   Laporan   
Penyediaan   Jasa   
Pelayanan Umum 

Kantor yang Disediakan 

  0 2 4,00 200,00%     1) Kebutuhan yg mendesak 
bagi operasional 



 

9 

 

Nama Perangkat Daerah :  Dinas Perdagangan          Lembar : 5 

No 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 

(outcomes)/Kegiatan 
(output) 

Target 
Kinerja 

Capaian 
Program 
(Renstra 

Perangkat 

Daerah) 
Tahun 

Realisasi 

Target Kinerja 
Hasil Program 
dan Keluaran 
Kegiatan s/d 

Tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu 2023 

Target 
Program dan 

Kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2024) 

Perkiraan Realisasi Capaian 

Target Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun berjalan 

Penjelasan 
Target 

Renja 
Perangkat 

Daerah 
tahun 2023 

Realisasi 

Renja 
Perangkat 

Daerah 
tahun 2023 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 

tahun berjalan 
(tahun 2024) 

Tingkat 

Capaian 
Realisasi 
Target 

Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)  

  

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

IKM Layanan 
Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

78 77,91 72 79,45 110,35%     tercapai 

  

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara 

dan dibayarkan 
Pajaknya 

  23 23 23 100,00%     tercapai 

  

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak, dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 

Lapangan 

Jumlah Kendaraan 

Dinas Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya 

  8 9 8 88,89%     tercapai 

  

Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Jumlah peralatan dan 
mesin lainnya yang 
dipelihara 

  0 137 123 89,78%     tercapai 

  

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor 

dan Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

  2 6 6 100,00%     

1. Rehab gedung Metrologi, 
2 pengecatan gedung, 1 

perbaikan jalan masuk 
kantor , 1. Bangunan aula, 
1. Musholla 

 



 

10 

 

Nama Perangkat Daerah :  Dinas Perdagangan          Lembar : 6 

No 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 

(outcomes)/Kegiatan 
(output) 

Target 
Kinerja 

Capaian 
Program 
(Renstra 

Perangkat 

Daerah) 
Tahun 

Realisasi 

Target Kinerja 
Hasil Program 
dan Keluaran 
Kegiatan s/d 

Tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu 2023 

Target 
Program dan 

Kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2024) 

Perkiraan Realisasi Capaian 

Target Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun berjalan 

Penjelasan 

Target 

Renja 
Perangkat 

Daerah 
tahun 2023 

Realisasi 

Renja 
Perangkat 

Daerah 
tahun 2023 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 

tahun berjalan 
(tahun 2024) 

Tingkat 

Capaian 
Realisasi 
Target 

Renstra (%) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)   

  

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah  Sarana  dan  
Prasarana  Gedung  
Kantor atau           

Bangunan           
Lainnya           yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

  0 2 2 100,00%     
Pembuatan pagar UPTD 
Pasar Wil I dan rehabilitasi 

pagar kantor dinas 

  

PROGRAM PERIZINAN 

DAN PENDAFTARAN 
PERUSAHAAN 

Persentase 
pelaku usaha 
yang telah 

diverifikasi dan 
memperoleh 
rekomendasi 

75 35,06 60 38,10 63,49%     

1. Sudah OSS, tidak 
melakukan verifikasi dari 

untuk izin usaha, namun 
akan tetap ada dari TDG 
dan Minol di Semester II, 
2. Dari 63 pengajuan 

lewat OSS, 24 yang lolos 
verifikasi, 5 ditolak, 34 
butuh perbaikan 
3. Karena ada regulasi 

yang baru, sehingga 
kewenangannya sudah 
bukan di perdagangan 
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Nama Perangkat Daerah :  Dinas Perdagangan          Lembar : 7 

No 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 
dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 

(outcomes)/Kegiatan 
(output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

(Renstra 
Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

Realisasi 
Target Kinerja 
Hasil Program 

dan Keluaran 
Kegiatan s/d 
Tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu 2023 

Target 
Program dan 

Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
tahun 2024) 

Perkiraan Realisasi Capaian 

Target Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun berjalan 

Penjelasan 
Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2023 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2023 

Tingkat 

Realisasi 
(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 
tahun berjalan 
(tahun 2024) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renstra 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)  

  

Penerbitan Izin 
Pengelolaan Pasar 

Rakyat, Pusat 
Perbelanjaan, dan Izin 
Usaha Toko Swalayan 

Persentase 
Rekomendasi 
Penerbitan Izin 
Pengelolaan Pasar 

Rakyat, Pusat 
Perbelanjaan, dan Izin 
Usaha Toko Swalayan 
yang diterbitkan sesuai 

dengan ketentuan 

75 0 60 0,00 0,00%     
1. Karena sudah OSS tidak 

melakukan verifikasi dari 
Dinas Perdagangan 

  

Fasilitasi Pemenuhan 
Komitmen Perolehan 

Perizinan Pasar Rakyat, 
Pusat Perbelanjaan, dan 
Toko Swalayan melalui 
Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara 
Elektronik 

Jumlah Rekomendasi 
Pemenuhan Komitmen 

Perolehan Perizinan Pasar 
Rakyat, Pusat 
Perbelanjaan, dan Toko 
Swalayan Melalui Sistem 

Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik 

  0 10 0 0,00%     
1. Karena sudah OSS tidak 
melakukan verifikasi dari 
Dinas Perdagangan 

  

Penerbitan Tanda 
Daftar Gudang 

Persentase gudang 
yang mempunyai TDG 

63 44,76 43 46,67 108,53%     tercapai 

  

Fasilitasi Penerbitan 

Tanda Daftar Gudang 

Jumlah Dokumen Tanda 

Daftar Gudang 
  0 3 9 300,00%     Penentuan target yang masih 

mengacu kondisi ke Covid-19 
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Nama Perangkat Daerah :  Dinas Perdagangan          Lembar : 8 

No 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 
dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 

(outcomes)/Kegiatan 
(output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

(Renstra 
Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

Realisasi 
Target Kinerja 
Hasil Program 

dan Keluaran 
Kegiatan s/d 
Tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan Tahun Lalu 2023 Target 
Program dan 

Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
tahun 2024) 

Perkiraan Realisasi Capaian 

Target Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun berjalan 

Penjelasan Target 
Renja 

Perangkat 

Daerah 
tahun 2023 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 

Daerah 
tahun 2023 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 

Capaian 
Program dan 
Kegiatan s/d 

tahun 
berjalan 

(tahun 2024) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)   

  

Penerbitan Surat Izin 

Usaha Perdagangan 
Minuman Beralkohol 
Golongan B dan C 
untuk Pengecer dan 

Penjual Langsung 
Minum di Tempat 

Persentase 

Rekomendasi izin 
Usaha Perdagangan 
Minuman Beralkohol 
Golongan B dan C 

sesuai dengan 
ketentuan  

100 0 100 0 0,00%     

1. Dinas Perdagangan 
tidak mengeluarkan 
rekomendasi, hanya 

verifikasi 

  

Fasilitasi Penerbitan 
Surat Izin Usaha 

Perdagangan Minuman 
Beralkohol Golongan B 
dan C 

Jumlah Surat Izin Usaha 

Perdagangan untuk 
Pengecer dan Penjual 
Langsung Minuman 
Beralkohol Golongan B 

dan C yang Diterbitkan 
Melalui Sistem Pelayanan 
Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara 

Elektronik 

  0 5 15 300,00%     

1. Penentuan target yang 
masih mengacu kondisi ke 
Covid-19 

2. Angka pedagang minuman 
beralkohol rendah, setelah 
Covid-19 ternyata meningkat 

  

PROGRAM 
PENINGKATAN 

SARANA DISTRIBUSI 
PERDAGANGAN 

Persentase sarana 
distribusi perdagangan 

yang terkelola 

93 80 80 80 100,00%     tercapai 

  

Pembangunan dan 
Pengelolaan Sarana 
Distribusi 
Perdagangan 

Persentase 

pengembangan 
dan pengelolaan 
sarana distribusi 
perdagangan di 

wilayah kerjanya 

96 70,83 66 95,83 145,20%     tercapai 

  

Penyediaan Sarana 
Distribusi Perdagangan 

Jumlah sarana distribusi 
perdagangan 

  1 2 2 100,00%     Revitalisasi Blok A dan Blok 
B Pasar Klandasan 
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Nama Perangkat Daerah :  Dinas Perdagangan          Lembar : 9 

No 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 

(outcomes)/Kegiatan 

(output) 

Target 
Kinerja 

Capaian 
Program 
(Renstra 

Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

Realisasi 

Target Kinerja 
Hasil Program 
dan Keluaran 

Kegiatan s/d 
Tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu 2023 Target 

Program dan 
Kegiatan 
(Renja 

Perangkat 

Daerah 
tahun 2024) 

Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun berjalan 

Penjelasan 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2023 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2023 

Tingkat 

Realisasi 
(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 
tahun 

berjalan 
(tahun 2024) 

Tingkat 
Capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra (%) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)   

  

Pembinaan Terhadap 
Pengelola Sarana 
Distribusi 
Perdagangan 

Masyarakat di 
Wilayah Kerjanya 

Persentase pengelola 
sarana distribusi 
perdagangan yang 

dikendalikan 

100 100 100 100 100,00%     tercapai 

  

Pembinaan dan 
Pengendalian Pengelola 

Sarana Distribusi 
Perdagangan 

Jumlah     Dokumen     
Hasil     Pembinaan     
dan Pengendalian kepada 

Pengelola Sarana 
Distribusi 
Perdagangan 

  0 4 4 100,00%     tercapai 

  

Pemberdayaan 

Pengelola Sarana 
Distribusi Perdagangan 

Jumlah     Dokumen     
Hasil     Pembinaan     

dan Pengendalian kepada 
Pengelola Sarana 
Distribusi 
Perdagangan 

  0 2 2 100,00%     tercapai 

  

PROGRAM 
STABILISASI HARGA 
BARANG KEBUTUHAN 
POKOK DAN BARANG 

PENTING 

Persentase 
penurunan 
koefisien variasi 
harga antar 

waktu 

5 10,61 5,6 6,22 90,03%     

Nilai didapat dari KV Rata-
rata 11 bahan pokok, KV 9 
bahan pokok 
(beras,kedelai,gula, minyak 

goreng, tepung 
terigu,daging sapi segar, 
daging ayam ras, telur 
ayam ras,ikan segar) 

mencapai target, KV 2 
bahan pokok (cabe dan 
bawang merah) tidak 
mencapai target 
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Nama Perangkat Daerah :  Dinas Perdagangan          Lembar : 10 

No 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 

(outcomes)/Kegiatan 

(output) 

Target 

Kinerja 
Capaian 
Program 
(Renstra 

Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

Realisasi 
Target Kinerja 
Hasil Program 
dan Keluaran 

Kegiatan s/d 
Tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu 2023 Target 

Program dan 
Kegiatan 
(Renja 

Perangkat 

Daerah 
tahun 2024) 

Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun berjalan 

Penjelasan 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2023 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2023 

Tingkat 

Realisasi 
(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 
tahun 

berjalan 
(tahun 2024) 

Tingkat 
Capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra (%) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)   

  

Menjamin 
Ketersediaan Barang 
Kebutuhan Pokok dan 

Barang Penting di 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/ Kota 

Jumlah dokumen data 
stok barang kebutuhan 

pokok dan barang 
penting 

12 12 12 12 100,00%     tercapai 

  

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Ketersediaan Barang 
Kebutuhan Pokok dan 

Barang Penting di 
Tingkat Agen dan Pasar 
Rakyat 

Jumlah Laporan 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi Ketersediaan 
Barang Kebutuhan Pokok 

dan Barang   Penting   di   
Tingkat   Agen   dan   
Pasar Rakyat 

  0 12 12 100,00%     tercapai 

  

Pengendalian Harga, 
dan Stok Barang 
Kebutuhan Pokok dan 
Barang Penting di 

Tingkat Pasar 
Kabupaten/Kota 

Persentase barang 
kebutuhan pokok dan 
barang penting yang 

sesuai dengan Harga 
Acuan 

78 27,27 61 30,77 50,44%     

Dari 13 komoditi yang 
memiliki harga acuan, 
hanya 4 komoditu yang 
sesuai harga acuan 

diantaranya beras 
premium, cabe rawit, cabe 
keriting, bawang merah 

  

Pemantauan Harga  
dan Stok Barang 
Kebutuhan Pokok dan 
Barang Penting pada 

Pelaku Usaha Distribusi 
Barang dalam 1 (satu) 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Laporan 

Pemantauan Harga dan 
Stok Barang Kebutuhan 
Pokok dan Barang 
Penting pada Pelaku 

Usaha Distribusi Barang 
dalam 1 (Satu) 
Kabupaten/Kota 

  1 1 1 100,00%     tercapai 
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Nama Perangkat Daerah :  Dinas Perdagangan          Lembar : 11 

No 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 

(outcomes)/Kegiatan 
(output) 

Target 
Kinerja 

Capaian 
Program 
(Renstra 

Perangkat 

Daerah) 
Tahun 

Realisasi 

Target Kinerja 
Hasil Program 
dan Keluaran 
Kegiatan s/d 

Tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu 2023 

Target 

Program dan 
Kegiatan 
(Renja 

Perangkat 

Daerah 
tahun 2024) 

Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun berjalan 

Penjelasan 

Target 
Renja 

Perangkat 

Daerah 
tahun 2023 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 

Daerah 
tahun 2023 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 

tahun 
berjalan 

(tahun 2024) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 
Target 

Renstra 
(%) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)   

  

PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
EKSPOR 

Nilai ekspor bersih non 
migas 

2.050 4029,6 1.350 4.422,09 327,56%     

1. Komoditi yang berasal dari 
usaha mikro baru beberapa 
yang memasuki pasar ekspor 
2. Kualitas dan kuantitas 

produk masih perlu 
ditingkatkan 
3. Kurangnya fasilitasi dan 
pendampingan, masih 

dominan perusahaan besar 
(CPO) 
4. Data nilai ekspor dari Bea 
Cukai 

  

Penyelenggaraan 
Promosi Dagang 
melalui Pameran 

Dagang dan Misi 
Dagang bagi Produk 
Ekspor Unggulan yang 
terdapat pada 1 (satu) 

Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase pelaku 
usaha binaan yang 

difasilitasi promosi 
dagang melalui 
pameran dagang, misi 
dagang dan 

peningkatan citra 
produk 

100 86,67 40 100 250,00%     tercapai 

  

Pembinaan dan 
Pengembangan Usaha 
Produk Ekspor Unggulan 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Pelaku Usaha 
Produk Ekspor Unggulan 
yang Dibina 

  5 4 15 375,00%     

Target didasarkan pada pelaku 

usaha yang difasilitasi, 
sedangkan realisasi pelaku 
yang dibina adalah pelaku 
usaha yang difasilitasi serta 

dimonitoring dan diberi 
penyuluhan 
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Nama Perangkat Daerah :  Dinas Perdagangan          Lembar : 12 

No 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 

(outcomes)/Kegiatan 
(output) 

Target 
Kinerja 

Capaian 
Program 
(Renstra 

Perangkat 

Daerah) 
Tahun 

Realisasi 

Target Kinerja 
Hasil Program 
dan Keluaran 
Kegiatan s/d 

Tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu 2023 Target 

Program dan 

Kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2024) 

Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun berjalan 

Penjelasan Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2023 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2023 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 

Capaian 
Program dan 
Kegiatan s/d 
tahun 

berjalan 
(tahun 2024) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 
Target 

Renstra 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)   

  

Misi Dagang Bagi Produk 
Ekspor Unggulan 

Jumlah  Pelaku  Usaha  

yang  Difasilitasi  dalam 
Misi Dagang Produk 
Ekspor Unggulan 

  4 2 10 500,00%     
Keikutsertaan dalam misi 

dagang sebagian didanai di 
luar anggaran Disdag 

  

PROGRAM 
STANDARDISASI DAN 
PERLINDUNGAN 
KONSUMEN 

Persentase alat – alat 

ukur, takar, timbang 
dan perlengkapannya 
(UTTP) bertanda tera 
sah yang berlaku 

76   71 88,26 124,31%     tercapai 

  

Pelaksanaan Metrologi 
Legal, Berupa Tera, 

Tera Ulang, dan 
Pengawasan 

Persentase alat-alat 
ukur,takar,timbang 
dan perlengkapannya 

(UTTP) yang ditera/tera 
ulang dalam tahun 
berjalan 

76 68,96 71 90,54 127,53%     tercapai 

  

Pengawasan/Penyuluh 
an Metrologi Legal 

Jumlah Pelaku Usaha di 
Bidang Metrologi Legal 
yang Dibina 

  0 80 2.466 3082,50%     

1. Target didasarkan pada 
pelaku usaha yang melakukan 
sosialisasi, sedangkan realisasi 
adalah pelaku yang dibina 

  

PROGRAM 
PENGGUNAAN DAN 
PEMASARAN PRODUK 

DALAM NEGERI 

Persentase pelaku usaha 
binaan yang meningkat 

omsetnya 

80   60 70,91 118,18%     tercapai 
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Nama Perangkat Daerah :  Dinas Perdagangan          Lembar : 13 

No 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 

(outcomes)/Kegiatan 

(output) 

Target 
Kinerja 

Capaian 
Program 
(Renstra 

Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

Realisasi 

Target Kinerja 
Hasil Program 
dan Keluaran 

Kegiatan s/d 
Tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu 2023 Target 

Program dan 
Kegiatan 
(Renja 

Perangkat 

Daerah 
tahun 2024) 

Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun berjalan 

Penjelasan Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2023 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2023 

Tingkat 

Realisasi 
(%) 

Realisasi 
Capaian 
Program dan 

Kegiatan s/d 
tahun 
berjalan 
(tahun 2024) 

Tingkat 
Capaian 

Realisasi 
Target 
Renstra 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)   

  

Pelaksanaan Promosi, 
Pemasaran dan 

Peningkatan 
Penggunaan Produk 
Dalam Negeri 

Persentase pelaku 

usaha binaan yang 
difasilitasi promosi 
dan pemasaran 

100 76,92 40 100 250,00%     

1. Meningkatnya aktivitas 
UMKM 
2. Penentuan target belum 
mempertimbangkan 

peningkatan aktivitas UMKM 
tersebut 
3. Pelaksanaanya bukan 
hanya dilakukan oleh 

pemerintah 

  

Pelaksanaan Promosi 
Penggunaan Produk 
Dalam Negeri di Tingkat 
Kabupaten/Kota 

Jumlah   UMKM   yang   
Melaksanakan    romosi 
Penggunaan  Produk  
Dalam  Negeri  di  Tingkat 

Kabupaten/Kota 

  0 4 55 1375,00%     

1. Meningkatnya aktivitas 
UMKM 

2. Penentuan target belum 
mempertimbangkan 
peningkatan aktivitas UMKM 
tersebut 

3. Pelaksanaanya bukan hanya 
dilakukan oleh pemerintah 

  

PROGRAM 
PENINGKATAN SARANA 
DISTRIBUSI 
PERDAGANGAN (UPTD 

Pasar Wilayah I) 

persentase 
sarana distribusi 
perdagangan 

yang terkelola 

93 80 80 80 100,00%     tercapai 

  

Pembangunan dan 
Pengelolaan Sarana 
Distribusi Perdagangan 

Persentase 
pengembangan dan 
pengelolaan sarana 
distribusi perdagangan 

di wilayah kerjanya  

96 70,83 66 95,83 145,20%      tercapai 
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Nama Perangkat Daerah :  Dinas Perdagangan          Lembar : 14 

No 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Program 
(outcomes)/Kegiatan 

(output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 

Program 
(Renstra 

Perangkat 
Daerah) 

Tahun 

Realisasi 
Target Kinerja 

Hasil Program 
dan Keluaran 
Kegiatan s/d 
Tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu 2023 

Target 
Program dan 

Kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2024) 

Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun berjalan 

Penjelasan Target 

Renja 
Perangkat 

Daerah 
tahun 2023 

Realisasi 

Renja 
Perangkat 

Daerah 
tahun 2023 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 

Capaian 
Program dan 
Kegiatan s/d 
tahun berjalan 

(tahun 2024) 

Tingkat 

Capaian 
Realisasi 
Target 
Renstra 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)  

  

Fasilitasi Pengelolaan 
Sarana Distribusi 

Perdagangan 

Jumlah  Fasilitasi 
Pengelolaan  Sarana 

Distribusi Perdagangan 

  5 5 5 100,00%     tercapai 

  

PROGRAM 
PENINGKATAN SARANA 
DISTRIBUSI 

PERDAGANGAN (UPTD 
Pasar Wilayah II) 

persentase 
sarana distribusi 

perdagangan 
yang terkelola 

93 80 80 80 100,00%     tercapai 

  
Pembangunan dan 
Pengelolaan Sarana 
Distribusi Perdagangan 

Persentase 

pengembangan dan 
pengelolaan sarana 
distribusi perdagangan 
di wilayah kerjanya  

96 70,83 66 95,83 145,20%     tercapai 

  

Fasilitasi Pengelolaan 
Sarana Distribusi 
Perdagangan 

Jumlah  Fasilitasi 
Pengelolaan  Sarana 
Distribusi Perdagangan 

  1 1 1 100,00%     tercapai 

  

PROGRAM 
PENINGKATAN SARANA 

DISTRIBUSI 
PERDAGANGAN 
(UPTD Pasar Wilayah III) 

persentase 

sarana distribusi 
perdagangan 
yang terkelola 

93 80 80 80 100,00%     tercapai 

  
Pembangunan dan 
Pengelolaan Sarana 

Distribusi Perdagangan 

Persentase 
pengembangan dan 
pengelolaan sarana 

distribusi perdagangan 
di wilayah kerjanya  

96 70,83 66 95,83 145,20%     tercapai 
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Nama Perangkat Daerah :  Dinas Perdagangan          Lembar : 15 

No 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 

(outcomes)/Kegiatan 
(output) 

Target 
Kinerja 

Capaian 
Program 
(Renstra 

Perangkat 

Daerah) 
Tahun 

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 
Program dan 

Keluaran 
Kegiatan s/d 

Tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu 2023 

Target 

Program dan 
Kegiatan 
(Renja 

Perangkat 

Daerah 
tahun 2024) 

Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun berjalan 

Penjelasan 
Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2023 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2023 

Tingkat 

Realisasi 
(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 
tahun berjalan 
(tahun 2024) 

Tingkat 
Capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)   

  

Fasilitasi Pengelolaan 
Sarana Distribusi 
Perdagangan 

Jumlah  Fasilitasi 
Pengelolaan  Sarana 
Distribusi Perdagangan 

  4 4 4 100,00%     tercapai 

  

PROGRAM 
PENINGKATAN SARANA 
DISTRIBUSI 
PERDAGANGAN 

(UPTD Pasar Wilayah IV) 

persentase 
sarana distribusi 
perdagangan 
yang terkelola 

93 80 80 80 100,00%     tercapai 

  

Pembangunan dan 

Pengelolaan Sarana 
Distribusi Perdagangan 

Persentase 
pengembangan dan 

pengelolaan sarana 
distribusi perdagangan 
di wilayah kerjanya  

96 70,83 66 95,83 145,20%     tercapai 

  

Fasilitasi Pengelolaan 

Sarana Distribusi 
Perdagangan 

Jumlah  Fasilitasi 

Pengelolaan  Sarana 
Distribusi Perdagangan 

  2 2 2 100,00%     tercapai 

  

PROGRAM 
STANDARDISASI DAN 
PERLINDUNGAN 
KONSUMEN 

Persentase alat – alat 

ukur, takar, timbang 
dan perlengkapannya 
(UTTP) bertanda tera 
sah yang berlaku 

76 68,96 71 88,26 124,31%     tercapai 

  

Pelaksanaan Metrologi 
Legal, Berupa Tera, 

Tera Ulang, dan 
Pengawasan 

Persentase alat-alat 
ukur,takar,timbang 
dan perlengkapannya 

(UTTP) yang ditera/tera 
ulang dalam tahun 
berjalan 

76 68,96 71 90,54 127,52%     tercapai 

  

Pelaksanaan Metrologi 
Legal, Berupa Tera, Tera 
Ulang 

Jumlah Alat Ukur, Alat 
Takar, Alat Timbang, dan 
Alat Perlengkapan Ditera 
Ulang 

  3103 3.500 3.169,00 90,54%     ?? 
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 

Tentang bKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata 

Kerja bPerangkat Daerah. Dinas Perdagangan merupakan unsur 

pelaksana otonomi Daerah di Bidang Perdagangan yang memiliki tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan dan 

tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 Kondisi penyelenggaraan pelayanan Dinas Perdagangan Kota 

Balikpapan dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain : 

1. Mekanisme Kelembagaan 

Kelembagaan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan berdasarkan pada 

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Balikpapan 

Nomor 1 Tahun 2022 Tentang bKedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja bPerangkat Daerah. 

2. Mekanisme Pelaksanaan 

Dengan mulai diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-

undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa 

pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk 

memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi 

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan 

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 

Peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan 

mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan di bidang Perdagangan 

dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi 

perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan 

masa depan, diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih 

memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi 

rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan 

menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional dengan 

bersendikan: 

a. Kesederhanaan 

Yang dimaksud dengan kesederhanaan meliputi mudah, lancar, 

cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah 

dilaksanakan. 

b.  Kejelasan dan kepastian 

Kejelasan dan kepastian disini adalah hal-hal yang berkaitan 

dengan : 
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1. Prosedur atau tata cara pelayanan  

2. Persyaratan pelayanan umum, baik teknis maupun administratif 

3. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung 

jawab dalam memberikan pelayanan umum 

4. Rincian biaya/tariff pelayanan umum dan tatacara 

pembayarannya 

5. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum 

7. Hak dan kewajiban baik bagi pemberi pelayanan maupun 

penerima pelayanan umum bersasarkan bukti-bukti penerimaan 

permohonan / kelengkapannya, sebagai alat untruk memastikan 

pemprosesan pelayanan umum  

8. Pejabat yang menerima keluhan masyarakat 

c. Keamanan 

Keamanan memiliki arti suatu proses dan hasil pelayanan umum 

dapat memberikan kepastian hokum 

d. Keterbukaan  

Keterbukaan merupakan hal-hal yang berkaitan dengan proses 

pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah 

diketahui dan dipahami oleh masyarakat. 

e. Efisiensi 

1. Persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang 

berkaitan langsung dengan tetap memperhatikan keterpaduan 

antara persyaratan dengan produk pelayanan umum yang 

diberikan. 

2. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan, 

persyaratan dan satuan kerja / instansi pemerintah lain yang 

terkait. 

f. Ekonomis 

1. Dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan 

secara wajar dengan memperhatikan : 

2. Nilai barang dan atau jasa pelayanan umum dan tidak menuntut 

biaya yang tinggi diluar kewajaran. 

3. Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar secara 

umum 

4. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

g. Keadilan 
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Dimaksud dengan sendi keadilan disini adalah keadilan yang 

merata, dalam arti cakupan / jangkauan pelayanan umum harus 

diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan 

diperlakukan secara adil. 

h. Ketetapan waktu  

Yang dimaksud dengan ketetapan waktu disini adalah dalam 

pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun 

waktu yang telah ditentukan. 

3. Hasil Kerja 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dinas Perdagangan 

Kota Balikpapan telah melaksanakan kegiatan dalam penyusunan 

Perencanaan, antara Lain : 

a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah terkait urusan 

pemerintahan bidang perdagangan; 

b. Dokumen Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Balikpapan 

Tahun 2021-2026; 

c. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

d. Indikator Kinerja Individu dan Rencana Aksi; 

e. Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

f. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran ; 

g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran ; 

h. Dokumen Rencana Kerja ; 

i. Evaluasi pelaksanaan perencanaan melalui rapat kerja dan 

koordinasi meliputi tingkat pusat, propinsi, dan kota/kabupaten. 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan Kota 

Balikpapan dilakukan dengan cara membandingkan antara target 

pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan 

Kinerja Dinas Perdagangan Kota Balikpapan dengan realisasi 

pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan Kota 

Balikpapan Tahun 2023-2026 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel T-C.30 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan  

Kota Balikpapan  

Tahun 

2023

Tahun 

2024

Tahun 

2025

Tahun 

2026

Tahun 

2023

Tahun 

2024

Tahun 

2025

Tahun 

2026

1 Pertumbuhan nilai ekspor non-migas - - 6,52% 6,53% 6,54% 6,55% -20,81% N/A 6,54% 6,55%

2

Persentase wajib tera yang melakukan 

tera/ tera ulang
- - 81% 84% 86% 87% 72,81% N/A 86% 87%

3 Inflasi pangan bergejolak - - (3 - 5)% (3 - 5)% (3 - 5)% (3 - 5)% 6,76% N/A (3 - 5)% (3 - 5)%

4

Persentase sarana distribusi perdagangan 

yang 

dibangun / ditingkatkan kapasitasnya / 

direvitalisasi

- - 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% N/A 8,33% 8,33%

5

Persentase pertumbuhan pelaku usaha yang 

telah memperoleh izin sesuai dengan 

ketentuan

- - 8,70% 9,40% 10,20% 11,00% 6,34% N/A 10,20% 11,00%

6 Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah - - 28,75 30,50 32,25 34,00 N/A N/A 32,25 34,00

No Indikator
SPM/Standar 

Nasioanal
IKK Catatan Analisis

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
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2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota 

Balikpapan 

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan 

dalam proses penyusunan rencana kegiatan untuk melengkapi tahapan-tahapan 

yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat 

strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat 

dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat 

dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam 

pembangunan. 

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD 

senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi 

pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat 

dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam   yang  

tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD 

adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena 

dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian 

yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak 

dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan 

kepada masyarakat dalam jangka panjang. 

Penentuan isu strategis pada Renstra Tahun 2021-2026 OPD Perdagangan 

didasarkan atas sejumlah permasalahan utama yang berkembang pada bidang 

urusan perdagangan di Kota Balikpapan. Isu strategis tersebut berhubungan 

dengan permasalahan yang dihadapi oleh tugas dan fungsi OPD. Beberapa 

permasalahan dan hambatan diantaranya: 

1. Jumlah dan kompetensi aparatur yang kurang memadai dalam 

mengantisipasi isu – isu perdagangan 

2. Sikap dan perilaku kerja Aparatur yang kurang profesional terhadap tugas 

pokok  dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya 

3. Kurangnya pemahaman Aparatur atas ketentuan dan peraturan perundang- 

undangan yang digunakan dalam kegiatan teknis operasional 

4. Terbatasnya jumlah Aparatur yang  memiliki kompetensi di bidang 

Kemetrologian serta Aparatur PPNS 

5. Database perdagangan yang belum optimal 

6. Belum adanya sistem informasi yang mendukung database (database masih 

manual) 
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7. Kondisi bangunan dan fasilitas yang kurang memadai mengakibatkan 

kurangnya kenyamanan bagi pedagang dan pembeli 

8. Belum maksimalnya penataan pedagang informal dan penyiapan sarana 

lokasinya mengakibatkan tata kelola pasar kurang baik 

9. Tingkat keamanan, ketertiban, kebersihan sarana perdagangan yang sering 

kurang ditaati oleh pengguna layanan perdagangan 

10. Realisasi retribusi pelayanan pasar masih dibawah target retribusi 

11. Pelaku usaha sulit memahami informasi terkait ketentuan-ketentuan ekspor 

12. kurangnya promosi yang dilakukan untuk mengembangkan ekspor 

13. Masih terdapatnya pelaku usaha yang tidak memiliki ijin pengelolaan pasar 

rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan 

14. Minimnya pelaku usaha yang memiliki tanda daftar gudang, surat tanda 

pendaftaran waralaba (STPW), dan surat izin usaha perdagangan minuman 

beralkohol golongan A, B, C 

15. Ketersediaan stok dan harga bahan pokok yang sering terjadi kenaikan harga 

yang dipengaruhi oleh iklim,musim tanam dan hari besar keagamaan 

16. Pencapaian target uji tera yang belum tercapai 

Dalam rangka usaha meningkatkan peran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah Dinas Perdagangan Kota Balikpapan perlu disusun rencana strategi 

yang berkorelasi dengan Visi dan 5 (lima) Misi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 

2021 -2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 050-5889 Tahun 2021. Bahwa terkait hal tersebut, penyusunan strategi 

perlu mempertimbangkan faktor-faktor peluang yang merupakan pendorong 

dalam bentuk potensi/kekuatan dan kesempatan dan faktor-faktor tantangan 

yang merupakan hambatan dalam pencapaian visi dan misi OPD Dinas 

Perdagangan. Adapun faktor-faktor peluang dan faktor tantangan terdeskripsi 

sebagai berikut 

Tantangan 

Faktor Internal : 

1. Belum tersedianya kompetensi pegawai di bidang pengelolaan pasar dan 

perdagangan. 
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2. Kurang maksimal sumber daya aparatur mengimplementasikan tugas 

pokok dan fungsinya. 

3. Kurangnya sistem informasi berbasis teknologi dalam mengakomodir 

kebutuhan sistem perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan 

sarana perdagangan 

4. Sarana dan prasarana yang masih perlu ditingkatkan seperti : 

a) Gedung kantor kurang memadai, hal ini ditinjau dari bangunan dan 

tata laya out kerja tiap-tiap bagian struktur organisasi,  

b) Jumlah  kendaraan  operasional  masih  kurang  memadai  terhadap 

sebaran jumlah pasar di Kota Balikpapan. 

c) Peralatan kantor di tiap-tiap UPTD kurang memadai berdasarkan 

jumlah ketersediaannya. 

5. Data dan informasi dan pengarsipan berkas OPD kurang terkelola secara 

baik karena masih berbasis manual 

6. Beberapa Pasar Rakyat kurang terkelola dan terpelihara secara baik 

ditinjau dari bangun, sarana dan prasana, kebersihan ketertiban dan 

keamanan pasar, TPS pasar dan utiliti pasar. 

7. Potensi PAD dari retribusi pasar dan perdagangan kurang digali secara 

maksimal. 

8. Monitoring dan pengawasan OPD terhadap kegiatan perdagangan kurang 

optimal. 

9. Kurang optimalnya sinergisitas pelaksanaan koordinasi pengawasan dan 

pemantauan serta evaluasi terhadap bahan dagang konsumsi berbahaya 

bagi masyarakat. 

10. Operasi penertiban pedagang informal tidak memberikan efek jera. 

Faktor External : 

1. Ketergantungan bahan pokok strategis terhadap daerah pemasok 

2. Kurangnya potensi sumber daya alam yang dapat dijadikan potensi 

unggulan 

3. Daya saing pasar rakyat, toko, warung terhadap keberadaan pasar modern 

dan swalayan modern di Kota Balikpapan. 
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4. Masih kurang kesadaran pedagang terhadap kewajiban melakukan 

tera/tera ulang alat ukur  

Peluang 

Faktor Internal :  

1. Dinas Perdagangan memiliki personal yang memiliki keahlian khusus yaitu 

Fungsional Penera, Pengawas Kemetrologian, Analis Perdagangan dan 

Pengawas Perdagagan. 

2. Adanya potensi dukungan anggaran Revitalisasi Pasar dari Pemerintah 

Pusat, Provinsi dan Kota. 

3. Kemitraan yang terjalin baik dengan stakeholder terkait. 

Faktor External : 

1. Adanya peluang kemitraan sektor perdagangan termasuk internasional 

dengan rencana beroperasinya Ibu Kota Negara di tahun 2025 

2. Kota Balikpapan memiliki fasilitas bangunan Hotel dari bintang 5 hingga 

bintang 3 dan Guest House. 

3. Kota Balikpapan memiliki sejumlah bangunan untuk kegiatan meeting, 

resepsi perkawinan dan multifungsi. 

4. Kota Balikpapan terdapat sejumlah restaurant hingga rumah makan serta 

resto/café yang tersebar disetiap kawasan kota. 

5. Kota Balikpapan memiliki jasa penjualan tiket (travel) baik darat, laut dan 

udara. 

6. Kota Balikpapan memiliki UMKM disetiap kecamatan. 

4. Kota Balikpapan memiliki pasar dan swalayan modern yang berada pada 

kawasan perdagangan. 

5. Tersedianya sejumlah pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan 

IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan 

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kota 

Balikpapan, antara lain : 

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi  

2. Penyediaan infrastruktur yang andal dan berwawasan lingkungan melalui 

revitalisasi pasar 

3. Kesiapan Kota Balikpapan menghadapai Ibu Kota Negara (IKN) terkait 

pemenuhan kebutuhan pasokan bahan pokok dan barang penting 



 

28 

 

4. Pengembangan ekspor dan Peningkatan Promosi produk ekspor 

5. Pengendalian Bahan Pokok Strategis 

6. Pemetaan sebaran pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan 

gudang 

7. Optimalisasi pengawasan pelaku usaha perdagangan 

8. Penguatan dan Pengembangan Sistem Data dan Informasi Perdagangan 

9. Peningkatan PAD melalui Potensi Retribusi Pasar dan Perdagangan 

10. Peningkatan Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar 

11. Perlindungan Konsumen melalui pengawasan metrologi legal 

12. Peningkatan tata kelola layanan kemetrologian 

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan 

dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses 

penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah 

Dinas Perdagangan Kota Balikpapan.  

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ 

Renstra SKPD dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel T-C.31 

Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Balikpapan 

No 

Rancangan awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting 

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Target 

Capaian 
Pagu 

Indikatif 
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif  

1 2 3 4 5 6 7 8 -9 10 11 

  

PROGRAM    
PERIZINAN    DAN    
PENDAFTARAN 
PERUSAHAAN 

Balikpapan 

persentase pelaku usaha 
yang telah diverifikasi 
dan memperoleh 
rekomendasi  

70% 300.000.000 

PROGRAM    
PERIZINAN    DAN    
PENDAFTARAN 
PERUSAHAAN 

Balikpapan 

persentase pelaku usaha 
yang telah diverifikasi 
dan memperoleh 
rekomendasi  

70% 300.000.000   

  

Kegiatan Penerbitan 

Izin Pengelolaan 
Pasar Rakyat, Pusat 
Perbelanjaan, dan 
Izin Usaha Toko 

Swalayan 

Balikpapan 

Persentase rekomendasi  
Penerbitan Izin 

Pengelolaan Pasar 
Rakyat, Pusat 
Perbelanjaan, dan Izin 
Usaha Toko 

Swalayanyang diterbitkan 
sesuai dengan ketentuan  

70% 150.000.000 

Kegiatan 

Penerbitan Izin 
Pengelolaan Pasar 
Rakyat, Pusat 
Perbelanjaan, dan 

Izin Usaha Toko 
Swalayan 

Balikpapan 

Persentase rekomendasi  
Penerbitan Izin 

Pengelolaan Pasar Rakyat, 
Pusat 
Perbelanjaan, dan Izin 
Usaha Toko Swalayanyang 

diterbitkan sesuai dengan 
ketentuan  

70% 150.000.000   

  

Sub Kegiatan Fasilitasi     

Pemenuhan     
Komitmen     
Perolehan Perizinan 
Pasar Rakyat, Pusat 

Perbelanjaan, dan 
Toko    Swalayan    
melalui    Sistem    
Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik 

Balikpapan 

Jumlah Rekomendasi 
Pemenuhan Komitmen 
Perolehan Perizinan Pasar 
Rakyat, Pusat 

Perbelanjaan, dan Toko 
Swalayan Melalui Sistem 
Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik 

10 

dokumen 
150.000.000 

Sub Kegiatan 
Fasilitasi     

Pemenuhan     
Komitmen     
Perolehan Perizinan 
Pasar Rakyat, Pusat 

Perbelanjaan, dan 
Toko    Swalayan    
melalui    Sistem    
Pelayanan Perizinan 

Berusaha 
Terintegrasi Secara 
Elektronik 

Balikpapan 

Jumlah Rekomendasi 
Pemenuhan Komitmen 
Perolehan Perizinan Pasar 
Rakyat, Pusat 

Perbelanjaan, dan Toko 
Swalayan Melalui Sistem 
Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik 

10 

dokumen 
150.000.000   

  
Kegiatan Penerbitan 
Tanda Daftar Gudang 

Balikpapan 
Persentase gudang yang 
mempunyai TDG 

58% 100.000.000 
Kegiatan 
Penerbitan Tanda 
Daftar Gudang 

Balikpapan 
Persentase gudang yang 
mempunyai TDG 

58% 100.000.000   

  

Sub Kegiatan Fasilitasi 

Penerbitan Tanda 
Daftar Gudang 

Balikpapan 
Jumlah Dokumen Tanda 
Daftar Gudang 

3 
dokumen 

100.000.000 

Sub Kegiatan 

Fasilitasi Penerbitan 
Tanda Daftar 
Gudang 

Balikpapan 
Jumlah Dokumen Tanda 
Daftar Gudang 

3 
dokumen 

100.000.000   
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No 

Rancangan awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting 

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Target 

Capaian 
Pagu Indikatif 

Program / 
Kegiatan 

Lokasi Indikator Kinerja 
Target 

Capaian 
Pagu Indikatif 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 -9 10 11 

  

Kegiatan 
Penerbitan Surat 

Izin Usaha 
Perdagangan 
Minuman 
Beralkohol 

Golongan B dan C 
untuk Pengecer 
dan Penjual 
Langsung Minum di 

Tempat 

Balikpapan 

Persentase 
rekomendasi izin 
Usaha Perdagangan 
Minuman Beralkohol 

Golongan B dan C 
sesuai dengan 
ketentuan  

100% 50.000.000 

Kegiatan 
Penerbitan Surat 

Izin Usaha 
Perdagangan 
Minuman 
Beralkohol 

Golongan B dan C 
untuk Pengecer 
dan Penjual 
Langsung Minum 

di Tempat 

Balikpapan 

Persentase 
rekomendasi izin 
Usaha Perdagangan 
Minuman Beralkohol 

Golongan B dan C 
sesuai dengan 
ketentuan  

100% 50.000.000   

  

Sub Kegiatan 
Fasilitasi  

Penerbitan  Surat  
Izin  Usaha 
Perdagangan  

Minuman  
Beralkohol  
Golongan  B dan C 

Balikpapan 

Jumlah Surat Izin 
Usaha Perdagangan 
untuk Pengecer dan 

Penjual Langsung 
Minuman Beralkohol 
Golongan B dan C 
yang Diterbitkan 

Melalui Sistem 
Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik 

5 dokumen 50.000.000 

Sub Kegiatan 
Fasilitasi  

Penerbitan  Surat  
Izin  Usaha 
Perdagangan  

Minuman  
Beralkohol  
Golongan  B dan C 

Balikpapan 

Jumlah Surat Izin 
Usaha Perdagangan 
untuk Pengecer dan 

Penjual Langsung 
Minuman Beralkohol 
Golongan B dan C 
yang Diterbitkan 

Melalui Sistem 
Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik 

5 
dokumen 

50.000.000   

  

PROGRAM 

PENINGKATAN 
SARANA 
DISTRIBUSI 
PERDAGANGAN 

Balikpapan 

persentase sarana 
distribusi 
perdagangan yang 
terkelola 

87% 19.716.653.210 

PROGRAM 

PENINGKATAN 
SARANA 
DISTRIBUSI 
PERDAGANGAN 

Balikpapan 

persentase sarana 
distribusi 
perdagangan yang 
terkelola 

87% 94.423.647.800   

  

Kegiatan 
Pembangunan dan 

Pengelolaan Sarana 
Distribusi 
Perdagangan 

Balikpapan 

Persentase 
pengembangan dan 

pengelolaan sarana 
distribusi perdagangan 
di wilayah kerjanya  

86% 12.816.653.210 

Kegiatan 
Pembangunan dan 

Pengelolaan Sarana 
Distribusi 
Perdagangan 

Balikpapan 

Persentase 
pengembangan dan 

pengelolaan sarana 
distribusi 
perdagangan di 
wilayah kerjanya  

86% 84.407.699.920   

  

Sub Kegiatan 
Penyediaan Sarana 

Distribusi 
Perdagangan 

Balikpapan 
Jumlah sarana 

distribusi perdagangan 
1 unit 12.066.653.210 

Sub Kegiatan 
Penyediaan Sarana 

Distribusi 
Perdagangan 

Balikpapan 

Jumlah sarana 

distribusi 
perdagangan 

1 unit 83.893.831.120 

 Mengusulkan 
Revitalisasi Pasar 
Sepinggan, mohon 
penambahan dana Rp. 

35 Milyar (Estimasi), 
Tahun 2024 Murni 
Dibuat Masterplan 
Pasar Sepinggan  
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No 

Rancangan awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting 

Program / 

Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 
Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Pagu 

Indikatif  

1 2 3 4 5 6 7 8 -9 10 11 

  

Sub Kegiatan 
Fasilitasi      
Pengelolaan Sarana 

Distribusi 
Perdagangan 

Balikpapan 

Jumlah  Fasilitasi 
Pengelolaan  Sarana 
Distribusi 

Perdagangan 

12 unit 750.000.000 

Sub Kegiatan 
Fasilitasi      
Pengelolaan      

Sarana      Distribusi 
Perdagangan 

Balikpapan 

Jumlah  Fasilitasi 
Pengelolaan  Sarana 
Distribusi 

Perdagangan 

12 unit 513.868.800 

 Biaya Operasional UPTD 

Wilayah Pasar (Makan 

Minum Kegiatan, 

Pemeliharaan Ringan 

(Gerobak/Pintu/Jendela), 
Pemeliharaan Taman) 

  

Kegiatan 
Pembinaan 

terhadap Pengelola 
Sarana Distribusi 
Perdagangan 
Masyarakat di 

Wilayah Kerjanya 

Balikpapan 

Persentase pengelola 

sarana distribusi 
perdagangan yang 
dikendalikan 

100% 6.900.000.000 

Kegiatan Pembinaan 
terhadap Pengelola 

Sarana Distribusi 
Perdagangan 
Masyarakat di 
Wilayah Kerjanya 

Balikpapan 

Persentase pengelola 

sarana distribusi 
perdagangan yang 
dikendalikan 

100% 
10.015.947.8

80 
 

  

Sub Kegiatan 
Pembinaan  dan  

Pengendalian  
Pengelola  Sarana 
Distribusi 
Perdagangan 

Balikpapan 

Jumlah     Dokumen     
Hasil     Pembinaan     

dan Pengendalian 
kepada Pengelola 
Sarana Distribusi 
Perdagangan 

4 dokumen 5.900.000.000 

Sub Kegiatan 
Pembinaan  dan  

Pengendalian  
Pengelola  Sarana 
Distribusi 
Perdagangan 

Balikpapan 

Jumlah     Dokumen     
Hasil     Pembinaan     

dan Pengendalian 
kepada Pengelola 
Sarana Distribusi 
Perdagangan 

4 
dokumen 

9.365.947.88
0 

 Usulan Tambahan 
Rp.500.000.000 

untuk Chemical CS 
dan Rp.500.000.000 
tambah anggota 
satpam upt 

  

Sub Kegiatan 
Pemberdayaan     
Pengelola     Sarana     

Distribusi 
Perdagangan 

Balikpapan 

Jumlah     Dokumen     
Hasil     Pembinaan     
dan Pengendalian 
kepada Pengelola 

Sarana Distribusi 
Perdagangan 

2 dokumen 1.000.000.000 

Sub Kegiatan 
Pemberdayaan     
Pengelola     Sarana     

Distribusi 
Perdagangan 

Balikpapan 

Jumlah     Dokumen     
Hasil     Pembinaan     
dan Pengendalian 
kepada Pengelola 

Sarana Distribusi 
Perdagangan 

2 
dokumen 

650.000.000   

  

PROGRAM 

STABILISASI 
HARGA BARANG 
KEBUTUHAN 
POKOK DAN 

BARANG PENTING 

Balikpapan 

persentase 
penurunan 
koefisien variasi 
harga antar waktu 

5,2% 650.343.750 

PROGRAM 

STABILISASI 
HARGA BARANG 
KEBUTUHAN 
POKOK DAN 

BARANG PENTING 

Balikpapan 
persentase penurunan 
koefisien variasi harga 
antar waktu 

5,2% 835.343.750   

  

Kegiatan 
Menjamin 

Ketersediaan 
Barang Kebutuhan 
Pokok dan  Barang  
Penting  di  

Tingkat  Daerah 
Kabupaten/ Kota 

Balikpapan 

jumlah dokumen 
data stok Barang 
Kebutuhan Pokok 
dan  Barang  Penting   

12 laporan 385.343.750 

Kegiatan Menjamin 

Ketersediaan 
Barang Kebutuhan 
Pokok dan  Barang  
Penting  di  Tingkat  

Daerah Kabupaten/ 
Kota 

Balikpapan 

jumlah dokumen data 
stok Barang Kebutuhan 
Pokok dan  Barang  
Penting   

12 
laporan 

385.343.750   
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No 

Rancangan awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting 

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Target 

Capaian 
Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif  

1 2 3 4 5 6 7 8 -9 10 11 

  

Sub Kegiatan 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Ketersediaan Barang 

Kebutuhan Pokok 
dan Barang Penting 
di Tingkat Agen dan 
Pasar Rakyat 

Balikpapan 

Jumlah Laporan 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Ketersediaan Barang 
Kebutuhan Pokok dan 

Barang   Penting   di   
Tingkat   Agen   dan   
Pasar 
Rakyat 

12 laporan 385.343.750 

Sub Kegiatan 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Ketersediaan Barang 

Kebutuhan Pokok dan 
Barang Penting di 
Tingkat Agen dan Pasar 
Rakyat 

Balikpapan 

Jumlah Laporan 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Ketersediaan Barang 
Kebutuhan Pokok 

dan Barang   Penting   
di   Tingkat   Agen   
dan   Pasar 
Rakyat 

12 

laporan 
385.343.750   

  

Kegiatan 
Pengendalian Harga, 
dan Stok Barang 
Kebutuhan Pokok 

dan Barang Penting 
di Tingkat Pasar 
Kabupaten/Kota 

Balikpapan 

Persentase barang 
kebutuhan pokok dan 
barang penting yang 

sesuai dengan Harga 
Acuan 

72% 265.000.000 

Kegiatan 
Pengendalian Harga, 
dan Stok Barang 
Kebutuhan Pokok dan 

Barang Penting di 
Tingkat Pasar 
Kabupaten/Kota 

Balikpapan 

Persentase barang 
kebutuhan pokok 
dan barang penting 

yang sesuai dengan 
Harga Acuan 

72% 450.000.000   

  

Sub Kegiatan 
Pemantauan Harga 
dan Stok Barang 

Kebutuhan Pokok 
dan Barang Penting 
pada Pelaku Usaha 
Distribusi Barang 

dalam 1 (Satu) 
Kabupaten/Kota 

Balikpapan 

Jumlah Laporan 
Pemantauan Harga 
dan Stok Barang 

Kebutuhan Pokok dan 
Barang Penting pada 
Pelaku Usaha 
Distribusi Barang 

dalam 1 (Satu) 
Kabupaten/Kota 

12 laporan 265.000.000 

Sub Kegiatan 
Pemantauan Harga dan 
Stok Barang 

Kebutuhan Pokok dan 
Barang Penting pada 
Pelaku Usaha 
Distribusi Barang 

dalam 1 (Satu) 
Kabupaten/Kota 

Balikpapan 

Jumlah Laporan 
Pemantauan Harga 
dan Stok Barang 

Kebutuhan Pokok 
dan Barang Penting 
pada Pelaku Usaha 
Distribusi Barang 

dalam 1 (Satu) 
Kabupaten/Kota 

12 
laporan 

450.000.000   

  
PROGRAM 
PENGEMBANGAN 

EKSPOR 

Balikpapan 
nilai ekspor bersih 

non migas 

1785 juta 

dollar 

        

188.168.000  

PROGRAM 
PENGEMBANGAN 

EKSPOR 

Balikpapan 
 
nilai ekspor bersih 

non migas 

1785 juta 

dollar 

         

663.168.000  
  

  

Kegiatan 
Penyelenggaraan     

Promosi     Dagang     
melalui Pameran 
Dagang dan Misi 
Dagang bagi Produk 

Ekspor  Unggulan  
yang  terdapat  pada  
1  (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Balikpapan 

Persentase pelaku 

usaha binaan yang 
difasilitasi promosi 
dagang melalui 
pameran dagang, misi 

dagang dan 
peningkatan citra 
produk 

80% 188.168.000 

Kegiatan 
Penyelenggaraan     

Promosi     Dagang     
melalui Pameran 
Dagang dan Misi 
Dagang bagi Produk 

Ekspor  Unggulan  
yang  terdapat  pada  
1  (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Balikpapan 

Persentase pelaku 

usaha binaan yang 
difasilitasi promosi 
dagang melalui 
pameran dagang, 

misi dagang dan 
peningkatan citra 
produk 

60% 663.168.000   
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No 

Rancangan awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting 

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Target 

Capaian 
Pagu 

Indikatif 
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu Indikatif 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 -9 10 11 

  
Sub Kegiatan Pameran 
Dagang Nasional 

Balikpazpan 

Jumlah  Pelaku  
Usaha  yang  
Difasilitasi  dalam 

Pameran Dagang 

4 pelaku 
usaha 

0 
Sub Kegiatan Pameran 
Dagang Nasional 

Balikpapan 

Jumlah  pelaku  
usaha  yang  
difasilitasi  dalam 

pameran dagang 

4 pelaku 
usaha 

275.000.000 

 Dengan adanya 
usulan  tambahan di 

2025, akan digunakan 
unttuk mengikuti 3 

kali Event Promosi 
Skala Nasional di Luar 

darah Indonesia 

  
Sub Kegiatan Misi 
Dagang bagi Produk 

Ekspor Unggulan 

Balikpapan 

Jumlah  Pelaku  
Usaha  yang  
Difasilitasi  dalam 

Misi Dagang 
Produk Ekspor 
Unggulan 

4  pelaku 

usaha 
188.168.000 

Sub Kegiatan Misi 
Dagang bagi Produk 

Ekspor Unggulan 

Balikpapan 

Jumlah  Pelaku  
Usaha  yang  
Difasilitasi  dalam 

Misi Dagang 
Produk Ekspor 
Unggulan 

4 pelaku 

usaha 
388.168.000 

 Dengan adanya 

usulan Tambahan 
akan digunakan 

mengikuti 2 event  
International  Inacraft 

dan Trade Expo 2025 
di Indonesia serta 
Pelatihan terkait 

Ekspor bagi Pelaku 
Usaha 

  

PROGRAM 
STANDARDISASI DAN 

PERLINDUNGAN 
KONSUMEN 

Balikpapan 

Persentase alat-
alat ukur, takar, 
timbang dan 
perlengkapannya 

(UTTP) bertanda 
tera sah yang 
berlaku 

74% 730.750.000 

PROGRAM 
STANDARDISASI DAN 

PERLINDUNGAN 
KONSUMEN 

Balikpapan 

Persentase alat-
alat ukur, takar, 
timbang dan 
perlengkapannya 

(UTTP) bertanda 
tera sah yang 
berlaku 

74% 730.750.000   

  

Kegiatan Pelaksanaan  
Metrologi  Legal  
berupa,  Tera,  Tera 

Ulang, dan Pengawasan 

Balikpapan 

Persentase alat-alat 

ukur,takar,timbang 
dan 
perlengkapannya 
(UTTP) yang 

ditera/tera ulang 
dalam tahun 
berjalan 

74% 730.750.000 

Kegiatan Pelaksanaan  
Metrologi  Legal  
berupa,  Tera,  Tera 

Ulang, dan Pengawasan 

Balikpapan 

Persentase alat-alat 

ukur,takar,timbang 
dan 
perlengkapannya 
(UTTP) yang 

ditera/tera ulang 
dalam tahun 
berjalan 

74% 730.750.000   

  

Sub Kegiatan 
Pelaksanaan  Metrologi  
Legal  berupa,  Tera,  
Tera 

Ulang 

Balikpapan 

Jumlah Alat Ukur, 
Alat Takar, Alat 
Timbang, dan Alat 
Perlengkapan 

Ditera Ulang 

4800  
unit 

560.000.000 

Sub Kegiatan 
Pelaksanaan  Metrologi  
Legal  berupa,  Tera,  
Tera 

Ulang 

Balikpapan 

Jumlah Alat Ukur, 
Alat Takar, Alat 
Timbang, dan Alat 
Perlengkapan 

Ditera Ulang 

4800  
unit 

560.000.000   

  
Sub Kegiatan 
Pengawasan/Penyuluhan 
Metrologi Legal 

Balikpapan 

Jumlah Pelaku 
Usaha di Bidang 
Metrologi Legal 
yang Dibina 

110 
orang 

170.750.000 
Sub Kegiatan 
Pengawasan/Penyuluhan 
Metrologi Legal 

Balikpapan 

Jumlah Pelaku 
Usaha di Bidang 
Metrologi Legal 
yang Dibina 

110 orang 170.750.000   
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No 

Rancangan awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting 

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Target 

Capaian 
Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu Indikatif 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 -9 10 11 

  

PROGRAM 
PENGGUNAAN DAN 
PEMASARAN PRODUK 

DALAM NEGERI 

Balikpapan 

Persentase 
pelaku binaan 
yang meningkat 

omsetnya 

70% 250.000.000 

PROGRAM 
PENGGUNAAN DAN 
PEMASARAN PRODUK 

DALAM NEGERI 

Balikpapan 

Persentase pelaku 
binaan yang 
meningkat 

omsetnya 

70% 250.000.000   

  

Kegiatan Pelaksanaan 
Promosi, Pemasaran 
dan Peningkatan 

Penggunaan Produk 
Dalam Negeri 

Balikpapan 

Persentase pelaku 
usaha binaan 
yang difasilitasi 

promosi dan 
pemasaran 

80% 250.000.000 

Kegiatan Pelaksanaan       
Promosi,       
Pemasaran       dan 
Peningkatan 

Penggunaan Produk 
Dalam Negeri 

Balikpapan 

Persentase pelaku 
usaha binaan yang 
difasilitasi promosi 

dan pemasaran 

80% 250.000.000   

  

Sub Kegiatan 
Pelaksanaan Promosi 

Penggunaan Produk 
Dalam Negeri di Tingkat 
Kabupaten/Kota 

Balikpapan 

Jumlah   UMKM   
yang   
Melaksanakan   
Promosi 

Penggunaan  
Produk  Dalam  
Negeri  di  Tingkat 

Kabupaten/Kota 

4 UMKM 250.000.000 

Sub Kegiatan 
Pelaksanaan Promosi 
Penggunaan Produk 

Dalam 
Negeri di Tingkat 
Kabupaten/Kota 

Balikpapan 

Jumlah   UMKM   
yang   
Melaksanakan   
Promosi 

Penggunaan  
Produk  Dalam  
Negeri  di  Tingkat 

Kabupaten/Kota 

4 UMKM 250.000.000   

  

PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Balikpapan 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

Internal 
Perangkat Daerah 

82 Poin 16.704.500.000 

PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Balikpapan 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

Internal Perangkat 
Daerah 

82 Poin 25.783.792.816   

  
Kegiatan Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

Balikpapan 

IKM Layanan 

Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

86 Nilai 11.900.000.000 
Kegiatan Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

Balikpapan 

IKM Layanan 

Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

86 Nilai 14.637.126.600   

  
Sub kegiatan 
Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

Balikpapan 

Jumlah    Orang    
yang    Menerima    

Gaji    dan 
Tunjangan ASN 

65 
orang/ 

bulan 

11.900.000.000 
Sub kegiatan 
Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

Balikpapan 

Jumlah    Orang    
yang    Menerima    

Gaji    dan 
Tunjangan ASN 

70 
orang/ 

bulan 

14.637.126.600   

  

Kegiatan Administrasi 

Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Balikpapan 

IKM Layanan 

Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

81 Nilai 59.000.000 

Kegiatan Administrasi 

Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Balikpapan 

IKM Layanan 

Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

81 Nilai 1.005.664.000   
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No 

Rancangan awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting 

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Target 

Capaian 
Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu Indikatif  

1 2 3 4 5 6 7 8 -9 10 11 

  

Sub Kegiatan 
Pengadaan Pakaian 
Dinas Beserta 
Atribut 

Kelengkapannya 

Balikpapan 

Jumlah  Paket  
Pakaian  Dinas  
beserta  Atribut 

Kelengkapan 

1 paket 59.000.000 

Sub kegiatan 
Pengadaan Pakaian 
Dinas Beserta 
Atribut 

Kelengkapannya 

Balikpapan 

Jumlah  Paket  
Pakaian  Dinas  
beserta  Atribut 

Kelengkapan 

1 paket 69.664.000   

  

Sub Kegiatan 
Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi 

Balikpapan 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi yang 
Mengikuti 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

0 orang 0 

Sub Kegiatan 
Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi 

Balikpapan 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi yang 
Mengikuti Pendidikan 
dan Pelatihan 

75 orang 936.000.000 

 Bintek 75 pegawai, 

mana jemen resiko 
dan Diklat Jafung 

  
Kegiatan 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Balikpapan 
IKM Layanan 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

86 Nilai 1.354.500.000 
Kegiatan 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Balikpapan 
IKM Layanan 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

86 Nilai 2.599.173.200   

  

Sub kegiatan 
Penyediaan 

Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Balikpapan 

Jumlah         Paket         
Komponen         

Instalasi 
Listrik/Penerangan    
Bangunan    Kantor    
yang Disediakan 

1 paket 60.000.000 

Sub kegiatan 
Penyediaan 

Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Balikpapan 

Jumlah         Paket         
Komponen         

Instalasi 
Listrik/Penerangan    
Bangunan    Kantor    
yang Disediakan 

1 paket 62.875.000   

  

Sub kegiatan 

Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Balikpapan 

Jumlah    Paket    
Peralatan    dan    

Perlengkapan 
Kantor yang 
Disediakan 

4  paket 210.000.000 

Sub kegiatan 

Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Balikpapan 

Jumlah    Paket    
Peralatan    dan    

Perlengkapan 
Kantor yang 
Disediakan 

4  paket 1.131.860.000   

  
Sub kegiatan 
Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor 

Balikpapan 

Jumlah   Paket   
Bahan   Logistik   

Kantor   yang 
Disediakan 

6 paket 340.000.000 
Sub kegiatan 
Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor 

Balikpapan 

Jumlah   Paket   
Bahan   Logistik   

Kantor   yang 
Disediakan 

6 paket 509.972.200   

  

Sub kegiatan 

Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Balikpapan 

Jumlah Paket Barang 

Cetakan dan 
Penggandaan 
yang Disediakan 

3 paket 220.000.000 

Sub kegiatan 

Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Balikpapan 

Jumlah Paket Barang 

Cetakan dan 
Penggandaan 
yang Disediakan 

3 paket 382.859.600 
 Penambahan 
belanja Jasa arsip 

  

Sub kegiatan 
Penyediaan Bahan 
Bacaan dan 
Peraturan 

Perundang-
undangan 

Balikpapan 

Jumlah Dokumen 
Bahan Bacaan dan 
Peraturan 
Perundang-

Undangan yang 
Disediakan 

1 
dokumen 

32.000.000 

Sub kegiatan 
Penyediaan Bahan 
Bacaan dan 
Peraturan 

Perundang-
undangan 

Balikpapan 

Jumlah Dokumen 
Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-
Undangan yang 

Disediakan 

1 dokumen 122.016.000   
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No 

Rancangan awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting 

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Target 

Capaian 
Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu Indikatif 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 -9 10 11 

  
Sub kegiatan 
Fasilitasi Kunjungan 

Tamu 

Balikpapan 
Jumlah Laporan 
Fasilitasi 

Kunjungan Tamu 

1 
laporan 

42.500.000 
Sub kegiatan 
Fasilitasi Kunjungan 

Tamu 

Balikpapan 
Jumlah Laporan 
Fasilitasi Kunjungan 

Tamu 

1 
laporan 

39.590.400   

  

Sub kegiatan 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

Balikpapan 

Jumlah      Laporan      
Penyelenggaraan      
Rapat 

Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

35 
laporan 

450.000.000 

Sub kegiatan 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

Balikpapan 

Jumlah      Laporan      
Penyelenggaraan      
Rapat 

Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

35 
laporan 

350.000.000   

  

Kegiatan Pengadaan 
Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Balikpapan 

IKM Layanan 
Pengadaan Barang 
Milik Daerah 

Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

76 Nilai 650.000.000 

Kegiatan Pengadaan 
Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Balikpapan 

IKM Layanan 
Pengadaan Barang 
Milik Daerah 

Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

76 Nilai 2.178.000.000   

  

Sub kegiatan 
Pengadaan 
Kendaraan 

Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Balikpapan 

Jumlah unit 
kendaraan 
perorangan dinas 

atau kendaraan 
dinas jabatan yang 
disediakan 

1 unit 600.000.000 

Sub kegiatan 
Pengadaan 
Kendaraan 

Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Balikpapan 

Jumlah unit 
kendaraan 
perorangan dinas 

atau kendaraan dinas 
jabatan yang 
disediakan 

5 unit 528.000.000 
 Sewa Kendaraan 
Esselon II dan III (5 

kendaraan) 

  
Sub kegiatan 

Pengadaan Mebel 
Balikpapan 

Jumlah paket mebel 

yang disediakan 
6 unit 50.000.000 

Sub kegiatan 

Pengadaan Mebel 
Balikpapan 

Jumlah paket mebel 

yang disediakan 
6 unit 1.650.000.000 

 Pengadaan mebel dinas 

dan UPTD 

  

Kegiatan 
Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Balikpapan 

IKM Layanan 
Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

86 Nilai 1.601.000.000 

Kegiatan Penyediaan 
Jasa Penunjang 

Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Balikpapan 

IKM Layanan 
Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

86 Nilai 3.365.271.766  

  
Sub kegiatan 
Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 

Balikpapan 

Jumlah     Laporan     
Penyediaan     Jasa     

Surat 
Menyurat 

1 

laporan 
11.000.000 

Sub kegiatan 
Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 

Balikpapan 

Jumlah     Laporan     
Penyediaan     Jasa     

Surat 
Menyurat 

1 

laporan 
3.000.000   

  

Sub kegiatan 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Balikpapan 

Jumlah  Laporan  
Penyediaan  Jasa  

Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik yang 

Disediakan 

1 
laporan 

800.000.000 

Sub kegiatan 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Balikpapan 

Jumlah  Laporan  

Penyediaan  Jasa  
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan 

1 
laporan 

876.906.141   
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No 

Rancangan awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting 

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Target 

Capaian 

Pagu 

Indikatif 
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaia
n 

Pagu Indikatif 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 -9 10 11 

  

Sub kegiatan Penyediaan 

Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 

Balikpapan 

Jumlah   Laporan   
Penyediaan   Jasa   

Pelayanan 
Umum Kantor yang 
Disediakan 

2 

laporan 
790.000.000 

Sub kegiatan Penyediaan 

Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 

Balikpapan 

Jumlah   Laporan   
Penyediaan   Jasa   

Pelayanan 
Umum Kantor 
yang Disediakan 

2 

laporan 
2.485.365.625   

  

Kegiatan Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Balikpapan 

IKM Layanan 

Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah 

72 Nilai 1.140.000.000 

Kegiatan Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Balikpapan 

IKM Layanan 

Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 

Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

76 Nilai 1.998.557.250   

  

Sub kegiatan Penyediaan 
Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Balikpapan 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 

Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan 
Pajaknya 

27 unit 330.000.000 

Sub kegiatan Penyediaan 
Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Balikpapan 

Jumlah 
Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 
yang Dipelihara 
dan dibayarkan 

Pajaknya 

27 unit 298.577.950   

  

Sub kegiatan Penyediaan 
Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

Balikpapan 

Jumlah Kendaraan 

Dinas Operasional 
atau Lapangan yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya 

9 unit 240.000.000 

Sub kegiatan Penyediaan 
Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

Balikpapan 

Jumlah 

Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak 
dan Perizinannya 

9 unit 234.589.300   

  
Sub kegiatan Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Balikpapan 

Jumlah   Peralatan   

dan   Mesin   
Lainnya   yang 
Dipelihara 

147 unit 170.000.000 
Sub kegiatan Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Balikpapan 

Jumlah   Peralatan   

dan   Mesin   
Lainnya   yang 
Dipelihara 

147 
unit 

115.390.000   
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No 

Rancangan awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting 

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Target 

Capaian 
Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 
Pagu Indikatif 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 -9 10 11 

  

Sub kegiatan 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Balikpapan 

Jumlah Gedung 
Kantor dan 
Bangunan Lainnya 
yang Dipelihara/ 

Direhabilitasi 

6 unit 400.000.000 

Sub kegiatan 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Balikpapan 

Jumlah Gedung 
Kantor dan 
Bangunan Lainnya 
yang Dipelihara/ 

Direhabilitasi 

6 unit 1.350.000.000   

Jumlah 38.540.414.960 Jumlah  122.986.702.366    
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara 

usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang 

disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung 

dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat 

kelurahan sampai Musrenbang tingkat kota. 

Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk Menyusun 

rancangan renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam 

forum Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda. Tujuan pembahasan 

rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan 

serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya 

dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisai pencapaian sasaran 

pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dinas 

Perdagangan Kota Balikpapan tidak terdapat usulan Musrenbang. 

 

Tabel T-C.32 

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 

Kota Balikpapan 

Nama Perangkat Daerah  : Dinas Perdagangan 

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator 

Kinerja 

Besaran/Volume Catatan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

      

      

      

      

      

 

  

NIHIL 
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BAB III  

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

 Dalam rangka menjamin konsistensi pembangunan antar dokumen 

perencanaan dan menyamakan persepsi arah kebijakan pembangunan tingkat 

nasional dampai dengan daerah, Dinas Perdagangan Kota Balikpapan 

melaksanakan telaahan Renstra pada Renstra K/L dan Renstra Dinas 

Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini 

memiliki maksud agar konsistensi perencanaan yang dituangkan pada Renstra 

memiliki korelasi dan kesesuaian terhadap dokumen perencanaan diatasnya. 

Adapun hasil telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Perindustrian 

Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut : 

Hasil telaahan Renstra Kementerian/Lembaga adalah : 

1. Prioritas Nasional Bidang Perdagangan Dalam Negeri 

Arah kebijakan perdagangan dalam negeri dalam lima tahun ke depan 

sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMN 2021-2026 adalah adalah 

“meningkatkan aktivitas perdagangan dalam negeri yang lebih efisien dan 

berkeadilan” melalui: 

a) Pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan system logistik rantai 

suplai agar lebih efisien dan lebih andal serta pemberian insentif 

perdagangan domestik sehingga dapat mendorong peningkatan 

produktivitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah; 

b) Pembenahan iklim usaha perdagangan yang lebih kondusif; serta 

c) Penguatan perlindungan konsumen dan standarisasi produk lokal di 

pusat dan di daerah 

2. 12 Strategi pembangunan perdagangan dalam negeri selama periode 2021-

2026 adalah : 

a) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan untuk 

mengatasi kelangkaan stok serta disparitas dan fluktuasi harga, 

terutama melalui: (i) Pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat 

terutama yang telah berumur di atas 25 tahun, rusak berat dan tidak 

layak digunakan; (ii) pengembangan rantai supply dingin (cold chain) 

terutama untuk mendukung distribusi barang yang mudah rusak 

(perishable) di pasar domestik; (iii) pengembangan sistem informasi 

perdagangan antar wilayah; (iv) pembangunan dan pengembangan pusat 
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distribusi propinsi; (v) pembangunan dan pengembangan pusat 

distribusi regional sebagai tulang punggung system distribusi bahan 

pokok nasional melalui pengembangan sistem distribusi yang terpadu 

dengan pusat distribusi propinsi di wilayahnya serta pusat distribusi 

regional lainnya; serta (vi) pengembangan gudang konvensional dan 

gudang dengan sistem resi gudang (SRG) yang dapat menunjang sistem 

distribusi nasional khususnya jika diintegrasikan dengan pusat 

distribusi propinsi yang ada 

b) Meningkatkan kualitas sarana perdagangan (terutama pasar rakyat) 

melalui pelaksanaan pemberdayaan terpadu nasional pasar rakyat, yang 

merupakan penyediaan dukungan non fisik untuk pengembangan pasar 

rakyat yang berkualitas, nyaman, bersih, dan sehat. 

c) Meningkatkan aktivitas perdagangan antar wilayah di Indonesia melalui 

promosi produk unggulan daerah antar wilayah di Indonesia serta 

fasilitasi kerjasama dan penurunan hambatan perdagangan antar 

wilayah Indonesia. 

d) Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil menengah melalui 

pembinaan dan pelatihan, penataan dan peningkatan status pedagang 

informal, penciptaan pelaku usaha pemula di bidang perdagangan serta 

pengembangan sistem informasi potensi pasar domestik. 

e) Meningkatkan iklim usaha perdagangan konvensional dan non 

konvensional yang lebih kondusif, terutama terkait dengan pembenahan 

prosedur perijinan usaha perdagangan dan penataan perdagangan 

melalui Sistem Elektronik (e-commerce) 

f) Mendorong penggunaan produk domestik, antara lain melalui: (i) 

peningkatan proporsi produk dalam negeri yang diperdagangkan di pasar 

domestik; (ii) peningkatan tingkat kesadaran masyarakat untuk 

menggunakan produk dalam negeri, serta (iii) peningkatan tingkat 

kesadaran produsen untuk menggunakan kandungan lokal yang lebih 

tinggi. 

g) Meningkatkan perlindungan konsumen, terutama melalui: (i) 

pengembangan standardisasi, mutu produk dan regulasi pro konsumen; 

(ii) pemberdayaan konsumen; (iii) peningkatan efektivitas pengawasan 

barang / jasa dan tertib ukur, serta; (iv) penguatan kapasitas 

kelembagaan penyelesaian sengketa konsumen di kabupaten/kota 

(Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dan lembaga perlindungan 

konsumen lainnya di Indonesia. Peran Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) sangat strategis dalam pemberian perlindungan 
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kepada konsumen yang dirugikan seiring dengan meningkatnya 

perekonomian di wilayah kabupaten/kota dan perkembangan global. 

h) Menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara konsisten, baik 

untuk produk impor maupun produk domestik, untuk mendorong daya 

saing produk nasional, peningkatan citra kualitas produk ekspor 

Indonesia di pasar internasional, serta melindungi konsumen dalam 

negeri dari barang / jasa yang tidak sesuai standar. 

i) Meningkatkan efektivitas pengelolaan impor untuk menjaga stabilitas 

pasar domestik, dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan bahan 

pokok untuk menopang ketahanan pangan nasional. 

j) Mendorong Perdagangan Berjangka Komoditi, dalam rangka optimalisasi 

pemanfaatan Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai sarana lindung 

nilai dan pembentukan harga yang transparan. 

k) Mendorong pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang, dalam 

rangka optimalisasi pemanfaatan sistem resi gudang dan pasar lelang 

sebagai sarana alternatif pembiayaan, tunda jual dan peningkatan 

efisiensi distribusi. 

l) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang 

perdagangan, dalam rangka: (i) peningkatan kualitas dan kuantitas 

jangkauan pelayanan kepada masyarakat, antara lain melalui pengadaan 

peralatan, tanah, gedung, dan sarana penunjang perdagangan lainnya; 

serta (ii) peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan. 

3. Arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi 8 (delapan) pokok 

pikiran, yaitu: 

a) Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama 

b) Memperluas pangsa pasar ekspor di pasar prospektif dan hub 

perdagangan internasional. 

c) Meningkatkan diversifikasi produk ekspor 

d) Mengamankan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing produk 

nasional 

e) Meningkatkan aksesibilitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

f) Meningkatkan perlindungan konsumen 

g) Meningkatkan efesiensi sistem distribusi & logistik 
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h) Meningkatkan fasilitasi dan iklim usaha perdagangan. 

4. Program rencana Strategis 

Program kementerian yang terdiri dari sepuluh program utama, yaitu: (1) 

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian 

Perdagangan; (2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian 

Perdagangan; (3) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur 

Kementerian Perdagangan; (4) Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan 

Perdagangan; (5) Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri; (6) 

Peningkatan Perdagangan Luar Negeri; (7) Peningkatan Perlindungan 

Konsumen; (8) Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional; (9) 

Pengembangan Ekspor Nasional; dan (10) Peningkatan Perdagangan 

Berjangka Komoditi. 

5. Hasil Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur 

Provinsi Kalimantan Timur memiliki wilayah yang sangat luas dan didukung 

sumber daya alam renewable yang melimpah, sehingga sangat potensial 

untuk dikembangkan melalui hilirisasi (sawit, karet, kayu, dan  perikanan 

kelautan), terlebih Ibu Kota Nusantara yang terletak di Provinsi Kalimantan 

Timur menjadi tantangan  maupun peluang bagi Provinsi Kalimantan Timur. 

Upaya yang dilakukan untuk menjawab isu strategis tersebut yaitu 

penetapan Major Project Sektor Indagkop & UKM Tahun 2024-2026 di bidang 

perdagangan adalah inisiasi pembentukan food station yang pengelolaannya 

oleh Perusahaan Daerah untuk mewujudkan ketahanan dan stabilitas stok 

dan harga barang kebutuhan pokok masyarakat. 

 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan Kota Balikpapan 

Tujuan Rencana Strategis Dinas PerdaganganKota Balikpapan Tahun 2021-

2026 merujuk kepada Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kota Balikpapan periode 2021-2026 “terwujudnya Balikpapan sebagai 

kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern dan sejahtera dalam bingkai 

madinatul iman” 

Tujuan Dinas 

Perdagangan 

Sasaran dinas perdagangan 

Meningkatnya 

pertumbuhan 

sektor unggulan 

1. Meningkatnya nilai ekspor komoditas non 

migas 
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3.3 Program dan Kegiatan 

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perdagangan Kota Balikpapan yang 

tepat sasaran maka harus didukung kinerja yang maksimal dalam mencapai 

tujuan dan sasaran yang sesuai RPJMD. 

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan 

program dan kegiatan adalah 

- Pencapaian visi misi kepala daerah 

Visi Misi
Tujuan Kota 

Balikpapan

Sasaran Kota 

Balikpapan

Tujuan Dinas 

Perdagangan

Sasaran Dinas 

Perdagangan

Meningkatnya nilai 

ekspor komoditas 

non migas 
Meningkatnya 

perlindungan 

konsumen 

Terjaganya stabilitas 

harga bahan pokok

Meningkatnya sarana 

distribusi yang 

representatif 

Meningkatnya pelaku 

usaha yang tertib 

berusaha

Meningkatnya 

Kualitas Penerapan 

Reformasi Birokrasi 

pada Dinas 

Perdagangan

Sumber data : RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, Dinas Perdagangan Kota Balikpapan 

Tabel 3.3 

Keselarasan Tujuan dan Sasaran Kota Balikpapan dengan Dinas Perdagangan

Terwujudnya 

Balikpapan 

sebagai kota 

terkemuka 

yang nyaman 

dihuni, modern, 

dan sejahtera 

dalam bingkai 

madinatul iman

Misi ke 5 

yaitu 

Mengembang

kan Ekonomi 

Kerakyatan 

yang Kreatif

Meningkatnya 

Pertumbuhan 

Ekonomi

Meningkatnya 

Pertumbuhan Sektor 

Unggulan Daerah

Meningkatnya 

Pertumbuhan 

Sektor Unggulan 

Daerah

 

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan 

Uraian Tahun 2025 Tahun 2026 keterangan 

Program 7 7  

Kegiatan 16 15  

 

c. Total kebutuhan dana / pagu indikatif 

Uraian Tahun 2025 Tahun 2026 keterangan 

APBD 122.985.721.653 42.263.256.651  

daerah 2. Meningkatnya perlindungan konsumen 

3. Terjaganya stabilitas harga bahan pokok 

4. Meningkatnya sarana distribusi yang 

representatif 

5. Meningkatnya pelaku usaha yang tertib 

berusaha 

6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja 

perangkat daerah 



 

45 
 

DAK Fisik/ Non 

Fisik/ bankue 

- -  

Total 122.985.721.653 42.263.256.651  

Adapun  program  teknis  secara keseluruhan  yang  diselenggarakan  oleh 

Dinas Perdagangan Kota Balikpapan selama dua tahun mendatang dalam rangka 

mewujudkan visi dan misi serta pencapaian sasaran strategis, maka program dan 

kegiatan yang akan dilaksanakan dijabarkan sebagai berikut :
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Tabel  T-C.33 
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 

dan Prakiraan Maju Tahun 2025 
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT 

DAERAH 

 
Program Dinas Perdagangan Kota Balikpapan merupakan program prioritas 

RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kota 

Balikpapan.Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program 

sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Perdagangan 

Kota Balikpapan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. 

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi 

dan kebijakan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan.Kegiatan yang dipilih untuk setiap 

program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan 

tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Balikpapan. 

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana 

yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program 

prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif 

selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan 

pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya 

didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan namun juga 

diharapkan bersumber pendanaan lainnya (APBN, BANKEU,DEKON, TP, dan sumber-

sumber pendanaan lainnya) 
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Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif TA. 2025 adalah sebagai berikut :  

 

No. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  Pagu Indikatif  

1 
PROGRAM    PERIZINAN    DAN    
PENDAFTARAN PERUSAHAAN 

123.349.550 

 1 

Kegiatan Penerbitan Izin 

Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat 
Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko 

Swalayan 

50.959.700 

  

Sub Kegiatan  Fasilitasi Pemenuhan 

Komitmen Perolehan Perizinan Pasar 
Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko 
Swalayan Melalui Sistem Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik 

50.959.700 

 2 
Kegiatan  Penerbitan Tanda Daftar 

Gudang 
28.359.900 

  
Sub Kegiatan  Fasilitasi Penerbitan 
Tanda Daftar Gudang 

28.359.900 

 3 

Kegiatan  Penerbitan Surat Izin 
Usaha Perdagangan Minuman 

Beralkohol Golongan B dan C untuk 

Pengecer dan Penjual Langsung 
Minum di Tempat 

44.029.950 

  
Sub Kegiatan  Fasilitasi Penerbitan 
Surat Izin Usaha Perdagangan 
Minuman Beralkohol Golongan B dan C 

44.029.950 

2 
PROGRAM PENINGKATAN SARANA 
DISTRIBUSI PERDAGANGAN 

35.633.228.066 

 4 
Kegiatan Pembangunan dan 

Pengelolaan Sarana Distribusi 
Perdagangan 

25.581.327.725 

  
Sub Kegiatan  Penyediaan Sarana 
Distribusi Perdagangan 

25.067.480.237 

  
Sub Kegiatan  Fasilitasi Pengelolaan 

Sarana Distribusi Perdagangan 
513.847.488 

 5 

Kegiatan Pembinaan Terhadap 

Pengelola Sarana Distribusi 
Perdagangan Masyarakat di 

Wilayah Kerjanya 

10.051.900.341 

  
Sub Kegiatan Pembinaan dan 
Pengendalian Pengelola Sarana 
Distribusi Perdagangan 

9.131.147.781 

  
Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola 
Sarana Distribusi Perdagangan 

920.752.560 
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No. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  Pagu Indikatif  

3 
PROGRAM  STABILISASI HARGA 
BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN 
BARANG PENTING 

592.501.740 

 6 

Kegiatan Menjamin Ketersediaan 
Barang Kebutuhan Pokok dan 

Barang Penting di Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

280.627.500 

  

Sub Kegiatan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Ketersediaan Barang 
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 
di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 

280.627.500 

 7 

Kegiatan  Pengendalian Harga, dan 

Stok Barang Kebutuhan Pokok dan 
Barang Penting di Tingkat Pasar 

Kabupaten/Kota 

311.874.240 

  

Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan 
Stok Barang Kebutuhan Pokok dan 
Barang Penting pada Pelaku Usaha 
Distribusi Barang dalam 1 (Satu) 
Kabupaten/Kota 

225.660.000 

  

Sub Kegiatan  Pelaksanaan Operasi 
Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang 
Berdampak dalam 1 (Satu) 
Kabupaten/Kota 

86.214.240 

4 
PROGRAM  PENGEMBANGAN 
EKSPOR 

345.000.000 

8 

Kegiatan  Penyelenggaraan Promosi 
Dagang Melalui Pameran Dagang 

dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor 

Unggulan yang Terdapat pada 1 
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota 

345.000.000 

  
Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional 170.000.000 

  

Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk 
Ekspor Unggulan 

175.000.000 

5 
PROGRAM  STANDARDISASI DAN 
PERLINDUNGAN KONSUMEN 

900.648.310 

9 
Kegiatan Pelaksanaan Metrologi 

Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan 

Pengawasan 

900.648.310 

  

Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi 
Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 

564.000.000 

  

Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan 
Metrologi Legal 

336.648.310 
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No. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  Pagu Indikatif  

6 
PROGRAM PENGGUNAAN DAN 
PEMASARAN PRODUK DALAM 
NEGERI 

262.809.000 

10 
Kegiatan  Pelaksanaan Promosi, 

Pemasaran dan Peningkatan 
Penggunaan Produk Dalam Negeri 

262.809.000 

  

Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi 
Penggunaan Produk Dalam Negeri di 
Tingkat Kabupaten/Kota 

262.809.000 

7 
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

20.842.463.334 

11 
Kegiatan Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 
12.698.326.468 

  

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

12.698.326.468 

12 
Kegiatan Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah 
1.260.675.500 

  
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 
beserta Atribut Kelengkapannya 

69.457.500 

  
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

1.191.218.000 

13 
Kegiatan Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 
1.803.811.765 

  
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

62.872.530 

  

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

335.952.225 

  

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

516.988.385 

  

Sub Kegiatan Penyediaan Barang 
Cetakan dan Penggandaan 

332.970.825 

  

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan 

115.440.000 

  

Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

39.587.800 

  

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

350.000.000 

  

Sub Kegiatan  Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD 

50.000.000 
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No. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  Pagu Indikatif  

14 
Kegiatan Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

229.108.000 

  
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

129.108.000 

  Sub Kegiatan Pengadaan Mebel 100.000.000 

15 
Kegiatan Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

3.201.990.351 

  
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 
3.150.000 

  
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik 

902.336.685 

  
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

2.296.503.666 

16 
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

1.648.551.250 

  

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan 
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 

298.577.950 

  

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

234.589.300 

  
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

115.550.000 

  
Sub Kegiatan 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan Lainnya 

999.834.000 

Jumlah 58.700.000.000 
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BAB V 

INOVASI PERANGKAT DAERAH 

 
Saat ini sedang dikembangkan beberapa aplikasi dan sistem di Dinas 

Perdagangan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di Dinas 

Perdagangan, beberapa diantaranya yaitu : 

a. Sistem  Informasi Laporan  Ketersediaan Bahan Pokok (SIPORTER BAPOK) 

Ketersediaan bahan pokok yang mencukupi bagi masyarakat Kota 

Balikpapan menjadi salah satu prioritas dalam mempersiapkan Kota 

Balikpapan menjadi kota penyangga Ibu Kota Negara.Dan tingkat 

ketergantungan Lebih dari 90% kebutuhan pokok masyarakat Kota Balikpapan 

masih mengandalkan pasokan dari daerah lain seperti Sulawesi, Pulau Jawa, 

dan Nusa Tenggara Barat. Kegiatan monitoring dan pemantauan ketersediaan 

bahan pokok pada pelaku usaha kurang optimal dimasa pandemic corona 

virus disease-19,sehingga menyebabkan data laporan stok ketersediaan bahan 

pokok kurang optimal didapatkan dari pelaku usaha. Padahal kondisi pangan 

di masa pandemic harus di lakukan pemantauan stok secara konsisten dan 

periodic. Kebutuhan pangan adalah kebutuhan sandang dan pokok bagi 

Manusia. Menjawab permasalahan tersebut maka perlu adanya Sistem 

Informasi Laporan Ketersediaan Bahan Pokok (SI PORTER BAPOK) adalah 

Sistem aplikasi yang digunakan untuk menginput laporan stok bahan pokok 

oleh pelaku usaha secara cepat,tepat sasaran, terintergrasi dan tervalidasi 

kepada Pemerintah Kota Balikpapan khususnya pada Dinas Perdagangan. 

Manfaat dan maksud dari sistem ini adalah untuk menyediakan wadah 

pelaporan stok bahan pokok dari Pelaku Usaha yang lebih terintergrasi dan 

sehingga lebih terukurnya data stok bahan pokok yang ada di Kota Balikpapan. 

Selain itu data base pelaku usaha bahan pokok lebih teratur dan terorganisir 

dalam satu sistem. Keunggulan dari Sistem Informasi Laporan Ketersediaan 

Bahan Pokok (SI PORTER BAPOK) ini adalah suatu inovasi layanan pada Dinas 

Perdagangan yang berkolaborasi dengan pelaku usaha bahan pokok yang ada 

di Kota Balikpapan bersama dengan Dinas Perdagangan dalam rangka Upaya 

menjaga stabilisasi Harga bahan pokok dan ketersediaan bahan pokok di Kota 

Balikpapan. Sistem ini informasi ini mempermudah pelaku usaha dalam 

melaporkan stok pengadaan dan penyaluran bahan pokok di Kota Balikpapan. 

Inovasi SI PORTER BAPOK ini dapat di akses di alamat situs 

https://siporterbapok.balikpapan.go.id/ . Laporan yang tersaji pada aplikasi 

ini dapat di akses oleh Masyarakat secara luas dan dapat melihat ketersediaan 

Stok Bahan Pokok yang ada di Kota Balikpapan.  

 

https://siporterbapok.balikpapan.go.id/
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Tampilan Aplikasi Si Porter Bapok 

 

b. Seputar Harga Bahan Pokok Terkini Balikpapan (SAHABAT Balikpapan) 

 Angka inflasi Kalimantan Timur relative lebih tinggi dibanding 

kebanyakan provinsi lain di Indonesia. Selain disebabkan belum optimalnya 

fungsi infrastruktur serta ketergantungan terhadap daerah lain, terhambatnya 

akses informasi harga juga menjadi sulitnya Tim Pengendali Inflasi Daerah 

(TPID) menjalankan fungsinya. Untuk itu, pengendalian terhadapa berlakunya 

harga pasar terhadap beberapa kebutuhan, terutama bahan pangan, harus 

serius dilakukan. 

 Fluktuasi inflasi yang tinggi bukanlah hal yang positif, meski masyarakat 

terlihat tak terganggu. Kondisi fluktuasi inflasi akan menyulitkan pemerintah 

merancang kebijakan, terutama yang berhubungan dengan perekonomian. 

Untuk menekan angka tersebut, Bank Indonesia Bersama TPID di Balikpapan, 

Tarakan dan Samarinda tengah mengembangkan Pusat Informasi Harga 

Pangan Strategis (PIHPS) untuk mengoptimalkan penghimpunan serta 

penyampaian informasi mengenai harga kebutuhan. 

 

Tampilan Aplikasi SAHABAT Balikpapan 



 

 
 
 
 

75 

 

             

c. Program Digitalisasi Pasar Rakyat 

 Berdasarkan Peraturan daerah Koata Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Retribusi 

Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi 

atau badan. Retribusi pasar merupakan retribusi jasa umum atas pelayanan 

pasar terhadap sewa kios/petak/los dan PKL di area pasar yang besarannya 

ditentukan berdasarkan kelas pasar dan lokasi lantai yang tarifnya per 

M2/hari (Rp).  

 Dinas Perdagangan melalui Bidang Sarana Perdagangan bekerjasama 

dengan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penyedia portal aplikasi 

dan bankaltimtara selaku bank pembangunan daerah, memberikan program 

digitalisasi pasar rakyat. Yang terdiri dari : 

1. Layanan pembayaran retribusi secara non tunai atau e-retribusi pasar. 

Pembayaran retribusi pasar secara non tunai dapat dilakukan melalui 

portal https://retribusi.balikpapan.go.id/ dengan layanan Retribusi 

Pelayanan Pasar. Pembayaran retribusi pasar secara non tunai atau e-

retribusi pasar sudah dilakukan di Pasar Inpres Kebun Sayur dan secara 

bertahap sudah mulai dilakukan juga di Pasar Klandasan I, terutama di 

Blok A dan Blok B. 

 

Tampilan Portal retribusi.balikpapan.go.id 
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2. Selain  pembayaran retribusi pasar secara non tunai atau e-retribusi 

pasar,  Dinas Perdagangan juga menghimbau untuk  melakukan 

pembayaran atau transaksi secara non tunai dengan metode 

menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). 

Diharapkan kedepannya seluruh pasar milik Pemerintah Kota 

Balikpapan sistem pembayarannya sudah dilakukan secara non 

tunai. 
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